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BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 78 TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah
menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang Tahun
2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah
Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
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2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851),
Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6409);

3. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 245, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan
Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Pemerintah Nomor 2 Tahun
2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6178);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6323);

14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang
Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 4), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun
2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan
Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);

15. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang
Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan
Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-
Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta
Kawasan Selingkar Wilis dan Lintas Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);

16. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2020-2024 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 157);
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18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian,
dan Evaluasi Rancangan Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tantang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun
2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
1419);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
(RTRW) Propinsi Jawa Timur 2011–2031 (Lembaran
Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri
D);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7
Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Timur
Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa
Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);

27. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun
2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 (Berita Daerah
Provinsi Jawa Timur Tahun 2022 Nomor 35 Seri E);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1
Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan
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Pembangunan Daerah Kabupaten Sampang (Lembaran
Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2012 Nomor 1);

29. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang
Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah (RTRW) Kabupaten Sampang Tahun 2012-
2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2012 Nomor 7);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3
Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2020 Nomor 3);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 1
tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah
Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sampang Tahun
2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang
Tahun 2022 Nomor 1);

32. Peraturan Bupati Sampang Nomor 62 Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten
Sampang Tahun 2022 Nomor 65).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2023.

BAB I
KETENTUAN UMUM

PASAL 1
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten

Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan

DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan
yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disebut dengan RKPD adalah Dokumen Perencanaan
Pembangunan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu)
tahun.

6. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah adalah
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (lima) tahun.

7. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya
disebut dengan Renja Perangkat Daerah adalah
Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.



- 6 -

Sekda Ass
PKR

Kabag
Hukum

Ka
Bappelitbangda

Kasubag
PUU

8. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang
selanjutnya disingkat RKA Perangkat Daerah adalah
Dokumen Perencanaan dan Penganggaran yang berisi
Rencana Pendapatan, Rencana Belanja Program dan
Kegiatan Perangkat Daerah serta Rencana Pembiayaan
sebagai Dasar Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

BAB II
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PASAL 2
Renja Perangkat Daerah memuat Program, Kegiatan, dan
Lokasi yang disertai indikator kinerja dan pendanaan
sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah,
yang disusun berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah
dan RKPD.

PASAL 3
Tujuan dari Penyusunan Renja Perangkat Daerah adalah
sebagai berikut:
a. Sebagai dokumen penjabaran Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2023 dan Renstra
Perangkat daerah Tahun 2019-2024;

b. Acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun dan
melaksanakan Program dan Kegiatan tahunan;

c. Sebagai instrumen evaluasi kinerja tahunan Perangkat
Daerah;

d. Sebagai dasar Perangkat Daerah dalam menyusun
RKA-SKPD.

BAB III
PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PASAL 4
(1) Sistematika penyusunan Renja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 terdiri dari:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU
BAB III: TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT

DAERAH
BAB IV: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP

(2) Renja Perangkat Daerah dengan sistematika
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam
lampiran naskah yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB IV...……

BAB IV
PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

PASAL 5
Renja Perangkat Daerah ditetapkan sebagai berikut:
a. Dinas Pendidikan;
b. Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana;
c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
d. Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan

Permukiman;
e. Satuan Polisi Pamong Praja dan Perlindungan

Masyarakat;
f. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah;
g. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
h. Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak;
i. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
k. Dinas Perhubungan;
l. Dinas Komunikasi dan Informatika;
m. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu

Pintu;
n. Dinas Tenaga Kerja;
o. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata;
p. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
q. Dinas Perikanan;
r. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
s. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan;
t. Sekretariat Daerah;
u. Sekretariat DPRD;
v. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan

Pengembangan Daerah;
w. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah;
x. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia;
y. Inspektorat;
z. Kecamatan Sreseh;
aa. Kecamatan Torjun;
ab. Kecamatan Sampang;
ac. Kecamatan Camplong;
ad. Kecamatan Omben;
ae. Kecamatan Kedungdung;
af. Kecamatan Jrengik;
ag. Kecamatan Tambelangan;
ah. Kecamatan Banyuates;
ai. Kecamatan Robatal;
aj. Kecamatan Sokobanah;
ak. Kecamatan Ketapang;
al. Kecamatan Pangarengan;
am. Kecamatan Karang Penang;
an. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
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BAB V.……….

BAB V
PENUTUP

PASAL 6
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Sampang
Pada tanggal : 5 Agustus 2022

BUPATI SAMPANG,

ttd.
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 5 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos.,MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 78
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